
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebagai Undang-undang [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor 7 1'ahun 1981 tentang wajib 
1,apor Ketenagakerjaan Perusahaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan 
1.,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 

3. Undang-Undang ... 

1. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan 
Bupati Sintang tentang bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 
Kabupaten Sintang; 

b. sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program 
Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana diroaksud dalam huruf a, dipandang perlu 
untuk mewajibkan setiap orang atau perusahaan 
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan 
kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan 
pekerja dengan baik dalam maupun luar hubungan kerja 
diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program 
Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeraan; 

a. 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
SUPATI KASUPATEN SINTANG, 

• l 
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• 1 2. 
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r Menimbang 

(' 
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Menimbang 

PERATURAN SUPATI SINTANO 
NOMOR S(, TAHUN 2017 

TENT ANO 

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSLAL KE1'ENAOAKERJAAN 
DI KABUPATEN SINTANG 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



11. Peraturan ... 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Hubungan Antar Lcmbaga Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5473); 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor ! 44, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 l 761; 

9. 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018); 

8. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. 

5. 

4. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Ketenagake · tentang 
T h l]aan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

a un. 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4279); 

~ndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
amman Sosial Nasional (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. 

.. 

' 

t 

,. 



BAii •.• 

17. 

16. Pcraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 
2015 tcntang Penyelenggaraan Program Jamman 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pckerja 
Harian t..t,pas. Borongan. dan Pcrje.r\jian Waktu Tertentu 
Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi; 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 7 Tahun 

2ot6 tentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lcmbaran Daemh Kabupaten 
Slntan& Tahun 201_6 Nomor 7, Tambahan Lernbaran 
oaerah Kabupaten Sintar1g Nomor 7). 

MEMU1'USKAN : 
BUPATI SINTANO TENTANO PEL.AKSANAAN 

: ~~~~JAMINAN SOSIAI.. KETENAOAKERJAAN 

Pcraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
253); 

IS. 

Peraturan Pemerintah Nomor -16 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah 
Nomor 60 Tahun 2015 [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 187. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5730); 

14. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5762); 

13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5761); 

12. 

Peraturan Pem · 
Cara P enntah N~mor 86 Tahun 2013 tentang Tata 
l<e . engena.an Sanksi Administratif Kepada Pcmberi 
S II)~ Selam Penyelenggara N~ dan Setiap Orang 

e am Pemberi K · Pek · 
1 erja, .-., ena, dan Penerima Bantuan 
Uran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
548 l): 

11. 



13. Jaaa ... 

BAB l 

1<£TEKTUA1' UMtJ)( 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bup ti' s· . . . 1 D ah a mtang mi yang dimaksud dengan : 
· aer adalah Kabupaten Sintang. 

2. Pemerintah D rah . ae adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. B~pati adalah Bupati Sintang. 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Sintang. 
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

transmigrasi Kabupaten Sintang. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah 

unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggara.kan program 
Jaminan Kecela.kaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 
Pensiun dan Jaminan Kematian. 

8. Jarninan Sosial adalah Jaminan sosial adalah salah satu 
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh ralqyat 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang laya.k dan 
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat 
yang sejahtera, adil, dan makrnur. 

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK 
adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau layanan 
kesehatan yang diberikan pada saat serta mengalarni 
Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh 
lingkungan kerja. 

10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah 
manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika 
peaerta mcninggal dunia bukan akibat kecelakaan kcrja. 

11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah 
rnanfaat uang tunai yang dibayarkan sckaligus pada saat 
peeerta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau 
mcngalaml cacat total tetap. . . . 

12. 
Jaminan Pensiun yang selanjutnya dismgkat JP adalah 
jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan 
dcrajat kchidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

·any& dcngan me.mberikan penghasilan setclah peserta 
wan . I . I mcmaeuki usia pensum, mcnga anu cacat tota atau 
meninpal dunia. 



BAB .. 

13. Jasa Konstruksi ad . 
pekerjaan k . ~ layanan Jasa konaultasi perencanaan 

onstruk81 lavan · 1 konstruka· d ' ~ an Jasa pe aksanaao pekerjaan 
konstruk~. an layanan konsultasi pengawasan pek-,.rjaan 

14. Juran adalah se· ml 
oleh JU · ah uang yang dibayarkan 8CC8ra teratur 

peserta, memberi kerja dan/atau pelllffinta.h. 
15. Peserta adalah . 

beke ia . _setiap orang, tennasuk orang Asing yang 
. lJ paling 81.llgkat 6 (t,nam) bulan yang telah membayar 1uran. · 

16. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 
telah menJad1 peserta jarninan sosial. 

17 · Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, Sadan 
Hukum atau Badan yang lainnya yang memperkerjakan 
Tenaga Kerja dcngan membayar upah atau imbalao dalam 
bentuk lain. 

18. Pengusaha adalah orang Perseorangan, persekutuan atau 
badan hukum. yang menjalakan suaru perusahaan milik 
scndiri, atau badan bukum yang secara berdiri scndiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di 
Provinsi ataupun Kabupaten. 

19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

20. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang berubah-ubah 
dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan 
pada kehadiran yang bekerja kurang dari 21 (dua pulub satu] 
hari dalam satu bulan. 

21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut 
PKWT adalah perjanj!ao kerja antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam wa.kw. 
tertentu atau untuk pekerjaan tetentu. 

22. Hubungan Kerja adalah hubunpn ant.ara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 
mempunya! unsur pekerjaan. upah dan perintah. 

23. Upah adalah hak pekerja/buruh yang ditcriina dan 
dinyatakan dalatn bentuk uang sebapi imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pt,kerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suat pt,rjanjian kerja. 
1<e9epakatan. atau peraturan pt,rundang-undangan, termasuk 
tunjarigan bagi p<!kCIJ&/buruh dan keluarganya ataa suatu 
pckerjaan dan/atau Jasa yang telah atau yang dilakukan. 

24. 0rpnisaa, pengusaha adalah wadab ~-~tuan dan kuatuan 
bagi pcngusaha di Kabupaten yang didirikan ~ra aab atas 
daaa.r keaama&n tujuan. aspirasi, strata penguruaan, atau clri 
aJamiah tertentu. 

25. Serikat pek.erja/9"rlkat buruh adalah o:Banisaai y~g 
dlbentuk deri, oleh. dan untuk pt,ket}&/buruh baik 
d' Naah&an maupuo dlluar peruaahaan, yang beraifat 
~• tcrbuka, mandiri, demokratia bertanggungJawab guna 
memp'..,rjuan.s)can, membela, serta melindungi hak dan 
kepeti~ kerja, buruh aerta merungkatkan kesajahteraan 
pckerj•/ buruh dan laeluarganya. 



(3) Setiap ... 

(2) Setiap Pcrusahaan, Penyedia jasa, dan Pcngguna jasa wajib melaporkan 
ke Dina• dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) 
x 24 (dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja yang mendapat 
kecelaka.an kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh. 
cacat, atau menin"81 dunia. 

(I) Setiap Pcruaahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib mclaporkan 
kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya ke Dinas dan BPJS 
Ket.enapkerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dual x 24 (dua puluh 
empat)jam. 

Pasal 6 

BABV 
JAIIUIAlf KECELAKAA.lf KERJA 

Pasal 5 
Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja meliputi : 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
b. Jaminan Kematian (JKM) 
c. Jarn.inan Hari Tua (JHT) 
d. Jaminan Pensiun (JP) 

BAB IV 
RUAJfG LllfGKUP 

Pasal 4 

Sasaran Peratu~an Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan 
yang mempekerjakan tenaga kerja. 

BAB JD 
8A8ARAJf 

Pasal 3 
Tujuan dibentuknya Pe . . . perlindun . raturan Bupati mt agar terwujudnya 
program J: ~~al bagi tenaga kerj~ di Kabupaten Sintang melaiui 
Ke . d ' T, JKM dan Jamman Pensiun sehingga Tenaga 

IJa apat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. 

BAB II 
IIAI<sUD DAlf TUJUAJf 

Pasal 2 
Maksud Oibe t kn n u ya Peraturan B · · · dan acuan dalam lak upan tm adalah sebagai pedoman 
K pe senaan jaminan · I bagi abupaten Sintang. sosia tenaga kerja di 

• • 



Manfaat ... 
Biaya Pemakasnan 

% table x 80 x upah sebulan 
70% x 80 x upah sebulan 
% kurang fungsi x % table x 80 x upah 
sebulan 

g. Manfaat Santuan Kematian Karena Kecelakaan Kerja 
Kematian : 60% x 80 upah sebulan 

Sankalatunan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
Ber rupiah) perbulan 

Rp. 3.000.000,- [tiga juta rupiah) 

setinggi-tingginnya Rp. 3.000.000,· tiruan 
aeterusnya 

e. Manfaat Penggantian gigi 
(Tiga Juta Rupiah) 

f. Manfaat Santunan Cacat 
Cacat 9ebagian Anatomis 
cacat Total Tetap 
Cacat 9ebagian fungsi 

(1) Jaminan Kecelakaan K · ( k . CIJa JKK) merupakan jaminan yang memberilcan 
ompensa'.'s' dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada 

saat rnulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita 
penyakit yang berkaitan dcngan pekerjaannya, 

(2) Persentase iuran dan manfaat Jaminan Kecelakaaan Kerja sebagiamana 
dimaksud dalam ayat(l) dapat dirincikan sebagai berikut : 
a. Persentase iuran : 

· Tingkat risiko sangat rendah : 0.24% dari upah sebulan 
Tingkat risiko rendah : 0.54% dari upah sebulan 

· Tingkat risiko sedang : 0.84% dari upah sebulan 
Tingkat risiko tinggi : 1.27% dari upah sebulan 

• Tingkat risiko sangat tinggi : I. 74% dari upah sebulan 
b. Manfaat Siaya Pengangkutan (Maksimum) 

Darat/sungai/danau Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) 
Laut Rp.1.500.000,· (Satu Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah 
Udara Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima 

Ratus Ribu Rupiah) 
Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) jasa angkutan, maka berhak atas 
biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan. 

c. Manfaat Siaya Pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medisnya. 
d. Manfaat Semcntara Tidak Mampu Bckerja (STMBJ 

Enam (6) bulan pertarna 100% x upah sebulan 
Enam (6) bu Ian kedua 75% x upah sebulan 

• Enam (6) bulan ketiga dan 50% x upah sebulan 

Pasat 7 

(3) Setiap Perusahaan Pen Ii . 
tenaga kerja yang ;,,en;~' •a.J:118., dan Pcngguna jasa wajib mengurus hak 

8 am, ecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. 
(4) Tata cara dan bentuk la , . 

ayat (2) dilaksa,r•· po an_ sehaga1mana dimaksud pada ayat (I) dan 
· axan sesua, dcnga kete t dan undangan yang berlaku. . n uan peraturan perun g- 

• t 

t 
I 
I 



........ 

(1) Jamina.n Kernauan [JKMI d1peru1Huka11 bng1 ohli wnris p,-k~1111 pe8{'r1R 
BPJS Ketenagakt'l)aan , ang men1118R"I d1rn111 bukan knrenn k.-,·rlok11an 
k~. JKM diperlukan uruuk membantu meringnnknn bebnn keluurga 
dalam bentuk b1a~ a p<"mal..runan dan uang santunan 

(2) ~n1ent1He iuran JKM adalah O 3"• (Nol korna ugn P<"rS<"nHu11} dari upah 
etbulan. 

(3J kepada Program Krmaturn St"bll.gaimunA ll) ut ( lJ b11111 kt"luurgn tenagu kel)II. 
9epen.i 11ebclgai berikut · 
a. Santuan Kero1uia11 drngan besarnn Rp lti . ..!00 000,· (enum be-las jurn 

dua ratua ribu rup1uhl. . 
b. Santua.n Berkaln Rp 200 000.· ,_l•\1111 r111u1J rtbu rupu1h)l>ul11n (sclnmn 

24 bula.nJ atllu cfaput diamb1l *'~" 1gus. . . 
Bia 8 Pem&kaman Rp 3 000 000.· 111g11 J1110 nip1uhJ: 

c. ae1aiawa pendidtkan I tsntuJ 11n11k d1l)('nk11n keparln llt'ltnp pc8"r1t1 
d. ninggal dunia bukun 11kil>llt 1<«·rl1tkn11n k.-rju dun trl11h ~!u:t ma.a iumn puling s1n11k111 S (limo\ tt\hun d.-n11nn bt't11.irnn 

Rp, 12.000.000,• [dua IX'lns,1uta rup111hJ 

• 

BABVI 
JAJIIRAJI K&IIATlAJI 

J. l\!.anfaat Trauma Center (iC\ 
Tujuan dibentuknya Trauma Center (TCI ndnlah ugar IX':!<'r1A dapat kb1h 
r:nudah rnt-nJangkau rurnah saku/kh111k dnn mempermudah admi111strn:,1 
pada saet lt'1Jad1 keeelakann kt'IJR :!<'hinSl!.R pennnganan kosus 
keeelakaan kr-rya dan penvaku Aklbat kerjn dapat d111tng11ni secant tepat 
dan tepat 

1. Manfaat Ba.n1uan Bt'.as,s~-n 
Bantuan ht>as.iswa kr-=d 1 sebesar R , · ,... 8 (S>HUJ anak peserta yang mallth sekolah 

bila P , l.000 000., [dua Ix-las juta rupiah) uruuk seuap peserta, 
a:pa peserta mt'mnggal durua 011111 cncat 10181 tt'tRp akibat kecetakaan 
ket)a. 

h Manfaa1 &a\a Rt-hab l "' ,_ _ ,.,, · l Ha SI "l'"• ... -.lt'IU-1 OM°'U"~ l '"'~· ""' a at bantu tont . ) d -.JP ~n:a \-..no II . . lt'$C' 1\11/lltAU nlat ganu iPIVlht'SC) 
, · ·--... 1\&jlOta badnnn,·a hil ,-t"C':elakaan k-c-1}8 u k , . Ang atau tuJnk berfungai ak,bat 

· ntu 9(-hAp k111i s d dn.l'"tapkan olt'h Pu u en111u1 pntok,rn horga vang 
ditambah 40" I sat Rt-habtht11s, Rumnh Sakit Umum Pcmeri;ltah 

" t'mpat puluh pe cf rl'"hal>ilitaSl !Tk'dtk, rseratus) iln harga trniebut scrt& biaya 

ft 11'j,1,i9 

' • 



(J I') udulah 111n11nun ,w11J1.,I yflng 1.ertujuun uruuk ( 1 j Jamlnun Pensiun 
mempertahunkun tkrujnt krh1dupan ynnr, loyak t,111() flC8Crth don/1Jtau 

· · dongnn rnernberikan f"'Ol(h08ilun !K"lrh,lr fl''!lr.rtfl ahlf war1snya ,. - I J 
, 11 iun m .. r1u<1luml rucat tolul rerap, atau men ngga memaaukJ usm re 11 • .,.. 

dunia. _ 1 JP i,r.hnhnlrrmnn dtrnakaud ayat ( 11 Rtlalah 3% (2) "-n1Cnta11e ruran prottrun · . 
1 r,;; ,1 , ru h 11ebul1111, dl"llf<IH1 rlncinn llHRl1 II<: mgw {lip pcr11erntus) vnn u,.., 

berikut : 1 nr Iurnn !ll"IJl"llltr 2%, Jdun prrM:rtuH) dart upuh a. Pemberi kerjn mern JUY 

sebu Ian; d(,n , . r,ebt·,..,r I% (11uru perserutus) ''"" up,,h b. Pekerja mcrnbuyur iurun . 

eebulan. i i,ebogHhnoun dimakxud nyrtt ( II diberiknn 
(3) Manfaa_t jamlnon r,r.n" '11" u ,Jllrrimn Nctl,ip hulun ,...t,agcu berikut 

k • IUrHI ynn,, . 
d11l11m bentu Utllln .s •1• ynifll J1rr11r,o Uong lurlul hul11n111l yong 

n.. 11iun Hur-, u,, i Id a. Ma.nfaat """ ,t nu•miu,ukl u1ti11 f"""ll un ,...n,pa ~ngun 
diberlkan key>&rJU PC""''" "'" . 
menlngpl dunln; iru 1,..,.,1,,, unng turonl bulannn yang 

.,._ I cnrnt YH ki"'- b Mftnfaal n:,l1JI un nn• rn~rr11ul111nl c111:1tl tutul let"P u ""' · dll JJ"""r'ln Y "' dlberlkan kepa kit . 1 penv1tkl1 •n111pnl 111rnln11g1,t duno1. 
kecelllk•a.n k.erja nwu 14 "' 

r. Mnnfuat 

Pusn! IO 

BAB VtJJ 
JA.M11'Al'f Pll:1'111UJI 

(3) Perse-ntase iurnn Program JHT ~hA1')1imano 1Jim11k11url avut (I) dengan 
besaran 5.7%, (limn knmu tujuh p e r11Crotu11J d11ri upnh ,.,-hullln, <lcnf;<n 
perincian ,,.,h11gnl berikut : 
a. f>("n1l1eri kf-•r:in mernbnvur iuran &Cl>f'8Hr 1,7 'Y.., ft1w1 kr,rn'1 tuJUh 

perscrntus] duri upah sebulan; dnn 
b. Pekerja mernbaynr iuran M:l>C11nr 2% (du11 fl"Tll("rntu11J d&n upah 

sebulnn. 

(2) Monfaat dari JIIT ndalnh uung tun111 vunv, dibaynrkan v.kJihKIJ~ puda. 
saat peserta memnsuki u~lo penalun, mcninl(ll;1l dunln, mr.n11;,l;:;rn, l'.'.fJJ.llt 
totul tetnp, ht:rhenti bckerja knrenn ml"ngundurk"n din ,.,,.u t,,rktrw 
PHK. sedang lidok flkllf hckcrjo dims;nropun, rl»n pelll'rt1, yanl', 
1ru~11inggalkAn wilavnh lndonr,.,11 unruk ,..,..1om1:1ny11. 

(I) ,Jorninan Huri Tua (J'IT) 
. . E ( rn,.rurn1k11n proyforr, p.--nyJ111npun1tr. d;,n,i yonk. ditujukan seb ,,., · 

, .11.,...i IIJtnpHn1tn yanr, rh,pul (Jlr,Nv,un,,ki,n ">i .. h p,:..,;n;,, 
terutama b,111 penghn11ilnn yong b(-rMngkulnr, lt'rhr.ntl k.,,,.,.,. l,crb,ip;,1 
sebab, sepertl ?acnt tool l<"tllp, teloh rrienc11r11,I u11I& p,;naiun 51, Tahut1, 
ITit'n~nggal dunm nlau h~rhenti hek!'ria (1-'HK, mmP,1111tl1Jrki1n <hn, ,;tau 
mentnggalkan lndonc11io t1Cl1tmu -IIJ11111ny11J 

Paiud 9 

auvn 
JAMJIIU ffARJ TOA 

• 

; 



(61 l'emberi ... 

(I) Setiap pekcrja penerima upah dan pekerja yang bukan penerima upah wajib 
mengikuti program Jaminan Sosial Ketcnagakerjaan melalui BPJS 
Kctcnagakerjaan. 

(2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (I) diperuntukkan bagi : 
a. Pekerja penerimu upah yang bekerja pada pernberi kerja selain 

pcnyelenggara negara termasuk Pt'ke1ja pada Badan Usaha Milik Negara 
dan Sadan Usaha Milik Daerah: 

b. Pekerja bukan penerima upah: . . 
c, Pekcrja yang beke1ja pada se~t.~r jasa konstr.uks1; . . . 
d. Pekerja 11011 pegawai negen s1p1I yang bekerja pada mstanat Pcmenntah 

Daerah; . . . . •·- . e. Pekerja non pegawai negen sipi) yang bekerja seuagai pcrangkat desa. 
13) Pe erima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain 

eerta pen gara scbagaimana dimaksud pada uyat (2) huruf a terdiri 
pcnyelenggara ne 
dari : 
a. Pekerja pada perusahaan: . 

. da orang peri,eorangan. dan 
b. PeketJB ~ bekeria di Indonesia paling singkat 6 [enam] bulan. 
c. Orang aern& yang ·, . . . . ana dimaksud p1,do tl.yat (2) hurul d dan e antara lain : 

(4) Pckel')a eebegall11 d Layanan umum Dnerah: dnn 
a Pckerja pada Ba on · d OPD/pcrangkat Desa: 
b. Pekerja P8 8 d 3ekto,· jaso konstruks(. jasa konsultansi. dan 

(5) Peeerta yan& bekerjB pa_ 8 ans dimaksud pnda I\Yat (2) merupakan tenaga 
,laea-jaea lalnnya eebas;~"'proyek fisik baik yang dibiayai olrh Anggaran 
kerja yang bekerja pa . N~ga,·a An~DAran Prndapatan dan B.-laaja 9elaJ1Ja •· · .,.,.. Pcndapatan Dan 11 dan donn bantuan luAr negeri. 
Daerah, swaata, peroran&a 

L 

' 

Pasal 11 

BABIX 

KBPE8£RTAA!f 

c. Manfaat pensiun . cacat sebaga· . 
sarnpai dengan menin I d . rmana d1maksud huruf b. diberikan 

d. Manfaat pensiun jand~d ;n1a atau peserta bekerja kembali; 
diberikan kepada jan: /~ a yanu Bcrupa Uang tunai bulanan yang 
BPJS Ketcnagakerja a} uda yang mcnjadi ahli waris (tcrdaftar di 
menikah lagi; an sampat dengan mcninggal dunia atau 

e. Manfaat pensiun anak . 
diberikan kcpada yaitu bcrupa uang tunai bulanan yang 
orang anak , z: yang mcnjadi ahli waris pcscrta (maksimal 2 
usia anak ~:~g •d_aftadcan pada program pensiun] sampai dengan 
bek . capai usia 23 (dua puluh tiga] tahun atau telah 

et)a, atau telah menikah· ' 
f. Manfaat pensiun oran 1 ' • g ua yartu Manfaat yang diberikan kepada 

orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang. 
g. Manfaat lurnpsum yaitu pescrta tidak berhak atas manfaat pcnsiun 

bulanan, . _akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa 
akurnulasi rurannya ditambah hasil pengernbangannya. 

· •.• f':"'l,l/l 

; 
\ 



(SJ Biaya ... 

(II Untuk mendorong efektivitas. pelaksanaan Peraturan ·~·· BPJS 
K 

n." . '--•ma Pemenntah Daerah melakukan pembinaan dan 
etena,.....ei:,aart ""'' - 

penpwaaan kepada perusahaan, . . 
(2) bi dan pengawasan sebagatmana dirnaksud pada ayat (l), 

Bentuk pcm lll~k.an pemerlJ<saan terhadap kepatuhan pelaksanaan 
antara lain mes K te ·--"erjaan pada perusahaan serta evaluasi dan 
program BPJ e n_.- 
pertimbanpn eeperluny~bagaiman• dimaksud pada ayat (IJ dan ayat (21, 

131 K~rdinaei pelakaa: k Tim dengllfl unsur Pemerintah Dacrah OPD yang 
dilaku~ ~alam tu . dan OPD/Unit Kcrja lain terkait. 
membidan&1 ke~d'-·" ud pada ayat (31 ditetapkan dengan Kepurusan 

(4) Tim .etiega.unana ,m ... • 
Bupati. 

BABX 

pmUIAAlf, Pl:lfGB!fDALlAII, DAJI PBlfOAWASAJI 

Pasal 13 I• 
1 

(1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyaratan 
kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap 
orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan 
dan/atau perpanjangan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya 
dan/atau pekerjanya. 

(2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11 dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/ a tau setiap orang, 

selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta 
program jaminan sosial ketenagakerjaan maka harus mendafta.rkan 
terlebih dahulu ke BPJS Ketenagakerjaan; 

b. Bagi pernberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, 
selatn pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta 
program jarninan sosial ketenagakerjaan maka dalam pengajuan 
perizinan melampirkan sertifikat kepesertaan dan/atau surat 
keterangan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ·, 

Pasal I 2 

(6) Pemberi kerja selain Pe I 
J 

nye enggara Ncgar asa Konstruksi, Jasa K ·. a yang bergerak dibidang usaha 
memperkerjakan pekerja h ~nsultanst, dan jasa-jasa Iainnya yang 
waktu tertentu, wajib menda:;an k lepas, borongan, dan perjanjian kerja 
JKM sesuai penahapan k tar an Pekerjanya dalam Program JKJ< dan 
P 

epesertaann va 
(7) emben kerja selain Pen el · · 

Jasa Konstruksi J Y enggara Negara yang bergerak dibidang usaha 
mendaftarkan pro'yek ~sa Konsultans,, dan Jasa-jasa lainnya wajib 
kerja setelah surar intah kontruksi paling lambat 14 (empat belas) hari 

(81 Setiap pemberi ke i:nnt kerja d1terbitkan. 
dan . .. ~ yang mempekeljakan tenaga harian lepas, borongan 

gikutserta kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib 
men utsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan. 

' . 
,, I)!> . ' 



BAB ... 

8 
di rlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

laya. yang pe m Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah 
~mbmaan ~gg11-ran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD) serta 
dibebankan ~ ,.,~ yang ddak mengikat 11CSUai dengan ketentuan 
aumber·aum.,..., "'"' 
peraturan perundang-undangan. 

. I, 

' \ 

BABXII 
PROORAJI KBIUA DAX PEIIBIAYAAX 

Pasal 16 

(2) Haail monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) yang 
memberikan laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali adalah 
BPJS Ketenagakerjaan dan/atau sewaktu·waktu apabila dibutuhkan 
untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di 
bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sintang. 

{I) Bupati melalui Sekretaris Daerah bersarna BPJS Ketenagakerjaan dan 
SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 
jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sintang. 

BABXI 
IIOlllTOR.llfG, EVALUASJ DAX PBLAPORAX 

Pasal 15 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka pelaksanaan . . 
Ketenagakerjaan dilaku kan program sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS 
Organisasi Perangkat 

O 
pe;gendalian secara terpadu oleh unsur 

Ketenagakerjaan. aer (OPD) terkait dan unsur BPJS 

(2) Pengendalian secara t d . D erpa u dilaksanakan antara Organisasi Perangkat 
aerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk · 
a. Koordinasi Pengendalian pada tingkat daerah: dan . 
b. Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat daerah. 

• f\:"1'11113 
(5) Biaya yang dibutuhka 

dKimaksud pada ayat {3) ~be~mk. pelaksanaan tugas Tim sebagaimana 
etenagakeIJaan. an pada APBD dan alokasi 

(6) Hasil koordin . anggaran BPJS 
. as, pelaksanaan . 

dimaksud pada ayat {l) pembmaan dan penga . . 
Di k dan ayat (2) di! wasan sebagaimana . mas epada Bupati. • aporkan oleh Tim melalui Kepala 

(7) Tmdaklanjut atas laporan b . 
secara terkoordinasi oleh Ket agaunana dimaksud pada ayat (61 dilakukan 

epala Dinas, ' 



BAB ., 

11 ~' ke:;,a Y&"lg odal< ~la.k'.ika.-, k("<·a;iban sebagaimana 
dndcswl ?asa; 6. Pasal 1 l Ii= Pasal 12 dibm.kan permgatan 
s,e:,u._,·al. 2 l~ua, kah. masmg-masmg unruk jangka waktu paling 
l<iuu£ 1 0 , ~ ••. Li.h ba.-iJ 

'21 ?ern:lgrartan =..ili$ ..ebep=ana du:>aksud pada dunaksud ayat (I I 
c.i:,erTn-, o,eh 3?JS ~..er.agak"')aan sesuai dengan jenis 
~ yang seba.-c-S!:ya d,dafu,..~kan olfeh peroberi kerja, 

(l Oi0Jn·, ~ . ?embe"l kt:rya t>dak meng,nda.hkan penng,atan 
...,,,ag•r:na~ cu:nakl,;ud ay11.1 <21 Dmas akan mcrekomendasikan 
b7ad,, :)ma.I. ~·ang memt»dang> pe-,=na.n unruk memberikan sanksi 
Jr.lD'bd.-Ua."l = ,-,,J,ra-.a )'lt>gka waktu 60 (enam puluh haril 
bef'daw<rl.all per.ru:,:u.,-i w-r--<hs dan BPJS 

41 ~umrtaan =uh~ BPJS ;.eren.gake!JUII ..cbaga1ma.na d.unaksud 
~ (31 dffllJ.._lau'l ~da ~ Dma.s dengan tembusan kepada 
?tl1nben ~ bersangk"= 

;SJ Pembekuan ism .el:,agt,1mana dunal..-sud aya.t (31 dieabut apablla 
pt=ben ke:)a tel&.h mt:nyera.hlan buko telah memenuh, ketentuan 
~ BPJS J..r~ dcn,gan bulctl pembayaran iuran 

bul&n~ '16! Wq,eia 01naS .mc,relwi:nend&sika."l kepada Dmas ~·ang membsdarrgi 
~ dele:m bal penab..it.t.n pembekuan um ~-ang ditenma oleh 
~ i.:ez,e ,-wig telah mel-·eo ;ang)<a ... u-n, seba&aJmana 
dmwkeud a;1<al {3l dal'l ndak mt>J&l<sanakan ~·8J1ban mendaftarkan 
.dminya ~ ~·· ..eb8-?l ~na Jaminen 80Sial tenaga kel)a 

~BPJS~ ~ kle:Q& van& iannye d>Cabut !lt'bap.1mana dunaksud aya.t (61 
fl':I . 1ir.1nbe)i ~bl> uwaria.m·a denpn mengurus lZU1 baru dan 
~--•-" ~ ~ BPJS Kc-tenagakt-.i:,aan be.g, dinnya 
-, .... v- _.. __ '-·'""" -mt,e,·era.n Hlr1Ul bulenan can pd,a,.a:P _., ._.,u ,....... . 

?asa.J 18 

sesuai 
BPJS 

' ' 

?alllil 17 

r,11\,l ;~ 



YOStPl-iA HASNAH 
H SINTANO TAHUN 2017 NOMOR 

SERITA OAERAH KAJ3UPAT!: 

Diundang)ca.n di Sint.ang 
,,, 1)11,da tAnggal ~i Agustus 2017 

l SEKRE1'ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANO 

~ JAROT WllfAR.110 

l ~ 

Ditetapkan di Sintang 
pada tangglll '8 Agus us 2017 

Pasal 20 

~raturan Bupati ini mulal berlaku pa.da tangglll di undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan peraturan bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 

BAB XIV 
UTBlrrtJAJI LADl·LADI 

Pasal 19 
~ Perusehaan yang telah mengikutsertakan pekerjanva dalam program 
sosial ten~ ketJa bcrdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 
ten~ng jamman _sosial tenaga kerja dilarang mengurangi program jaminan 
sosial tenaga kctJa yang telah diikuti. 

r, ,,,,l 75 

 


